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KONSEPSI DASAR

Disaster is everyone’s business

❑ Bencana adalah masalah kemanusiaan yang kompleks yang tidak bisa 

diatasi oleh satu pihak saja atau oleh satu dua pendekatan sektoral semata. 

Penanganan bencana secara khusus atau upaya pengurangan risiko 

bencana yang bersifat jauh lebih umum membutuhkan intervensi banyak 

pihak yang bekerja secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, dan simultan.

❑ Diamanatkan dalam Hyogo Framework for Action (2005-2015) dan Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) →Memastikan PRB 

menjadi prioritas dengan didukung oleh kelembagaan yang kuat.

❑ Prinsip kolaborasi serta adagium dalam SDGs/Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan “no one left behind – tak ada satu pun luput tertinggal.”



LATAR BELAKANG
(Tantangan dalam penyelenggaraan PB)

Bencana semakin meningkat baik intensitas maupun frekuensi kejadiannya

Semakin kompleks, berdampak pada semua lapisan (bersifat multi sektoral)

Pemahaman PRB kurang, masih dominan dipahami sebagai tanggap darurat

Banyak masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, risiko menjadi tinggi

Sistem yang ada belum memadai (regulasi, kelembagaan, perencanaan, dana, 

peningkatan kapasitas)

Koordinasi dan sinergitas stakeholders belum optimal.



Forum Pengurangan Risiko Bencana

Platform lokal untuk PRB dapat didefinisikan sebagai sebuah 

mekanisme atau komite koordinasi multi-pemangku kepentingan 

PRB yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada level daerah 

(provinsi/kota/kabupaten/desa).

Platform lokal sebagai wadah 

fasilitasi dan pusat bagi prioritas 

dan tindakan bersama melalui proses 

yang terkoordinasi dan partisipatif.

Platform lokal yang bekerja untuk 

mengarusutamakan PRB ke dalam 

kebijakan, perencanaan, dan 

program lokal yang sejalan dengan 

Kerangka Sendai (SFDRR).



Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk 

Penanggulangan Bencana 2020-2044

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 



Prinsip Pengelolaan Forum PRB

▪ Partisipasi

▪ Kesetiakawanan

▪ Solidaritas 

▪ Kesukarelaan

▪ Terbuka

▪ Toleransi

▪ Kesetaraan

▪ Non-Diskriminatif

▪ Komitmen

▪ Akuntabilitas



Kharakteristik Forum PRB

❑ Beranggotakan instansi/lembaga/organisasi dari unsur pemerintah, perguruan 

tinggi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat (pentaheliks).

❑ Tersedia struktur dan pengalaman interaksi (dengan/antar anggota, daerah lain, 

dan proses-proses tingkat nasional.

❑ Memiliki kedudukan dan kredibilitas yang jelas sehingga dapat mendorong, 

mempengaruhi, ataupun membentuk kebijakan PRB pada perencanaan 

pembangunan di lintas sector.

❑ Partisipasi multi-pemangku kepentingan.

❑ Tujuan yang didefinisikan dengan jelas: pengelolaan risiko bencana dan 

membangun ketangguhan.

❑ Memiliki mekanisme pengelolaan organisasi Forum PRB.

❑ Memfasilitasi kemitraan, kerjasama, dan berbagi pengalaman/pengetahuan 

(knowledge sharing).



Forum PRB:

Tujuan dan Komponennya

TUJUAN 

Melakukan Koordinasi Mekanisme untuk

penguatan kolaborasi antar pemangku

kepentingan dan koordinasi untuk

keberlangsungan kegiatan PRB.

Mendorong dan menciptakan lingkungan

budaya sadar bencana melalui Advokasi dan 

Peningkatan Kepedulian dalam PRB.

Fasilitasi Pemaduan PRB ke dalam kebijakan 

perencanaan pembangunan dan

pembangunan sektoral.

KOMPONEN

Politis menjamin dukungan politis yang kuat

dari pengambil kebijakan.

Technical terkait dengan berbagai kegiatan

sektoral.

Partisipatif melibatkan banyak pihak atau

kelompok dalam masyarakat.

Mobilisasi Sumberdaya mengerahkan semua

potensi yang dimiliki oleh anggota yang 

terlibat dalam forum.



Komponen Kepengurusan Forum PRB

Dewan Pengarah

Komite yang ditunjuk musyarawah anggota (atau melalui formatur yang ditunjuk) 

individu-individu yang merupakan tokoh atau representasi lembaga utama unsur 

pentaheliks di suatu daerah.

Badan Pengurus

Komite yang dipilih melalui mekanisme Kongres atau Musyawarah Anggota. Komite ini 

dikoordinasikan oleh 1 orang Koordinator Umum atau Sekretaris Jenderal yang 

bertugas memimpin koordinasi antar bidang dan pengambilan keputusan pengurus.

Bidang-bidang organisasi & Kelompok Kerja

•Dibentuk berdasar kebutuhan ataupun urusan-urusan yang akan dikelola. Individu-individu dalam 

Badan Pengurus yang bekerja dalam kapasitas sebagai perwakilan/representasi organisasi anggota, 

bukan representasi personal/individu.

•Ditunjuk oleh Badan Pengurus untuk mengelola program/kegiatan Forum PRB. 



Lembaga Anggota Forum PRB

❑ Pemerintah (OPD yang terkait, Instansi Pemerintah Lain)

❑ Lembaga Penanggulangan Bencana (BPBD)

❑ Lembaga Usaha (private sector)

❑ Organisasi Non Pemerintah (Orsos/Ormas)

❑ Organisasi Masyarakat Sipil

❑ Lembaga Semi-Pemerintah (PMI, Pramuka, Basarnas, 

Baznas, dll)

❑ Akademisi

❑ Media



Pada Saat Terbentuk (Deklarasi) 

Forum PRB Telah Memiliki

❑ Pemetaan Pemangku Kepentingan/Anggota Potensial Forum PRB beserta 

peta kapasitasnya.

❑ Statuta atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

❑ Komponen organisasi forum (Dewan Pengarah, Badan Pengurus, Kelompok 

Kerja)

❑ Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja

❑ Anggota Pertama Forum

Selain perlu agenda mendesak capacity building untuk wawasan dasar tentang: 

PRB, mekanisme multipihak (partisipasif, inklusif), pengarusutamaan PRB, 

strategi membangun ketangguhan.



Keberlanjutan Forum PRB

Program

Sumberdaya

[Finansial]
Organisasi

Agenda Utama Forum PRB: Advokasi berbasis RPB: (1) Jika daerah belum ada RPB, maka 

Forum PRB mengadvokasi tersusunnya RPB, (2) jika daerah sudah memiliki RPB, Forum 

PRB mengadvokasi memastikan RPB terimplementasi, termasuk kormonev partisipatifnya.



P o l i t i k

Galang komitmen politik dari 

pimpinan tertinggi

T e k n i s

Kembangkan basis pengetahuan, 

kerangka metodologis, indikator-2

Par t is ipas i

Libatkan kelompok terkait 

(pemerintah, lembaga 

usaha/media, LSM/Ormas, 

perguruan tinggi)

Mobilisi Sumberdaya

Galang sumber daya untuk 

kembangkan platform dan 

laksanakan kegiatan-2

Forum PRB



KONGRES ANGGOTA

Dewan Kehormatan

Koordinator Umum

Koordinator 

Bidang I

Koordinator 

Bidang II

Koordinator 

Bidang III

Koordinator 

Bidang IV

Kelompok Kerja

Sekretariat
▪Staf Administrasi-Keuangan

Dewan Pengurus

Advokasi

dan Kebijakan

Pengembangan Kapasitas

&

Manajemen Pengetahuan

Partisipasi dan

Jejaring Kerjasama

Pengembangan

Organisasi

Struktur Organisasi Forum PRB DIY



MILESTONE FORUM PRB DIY

Pengurus 

Periode 2009-2013

Pengurus 

Periode 2013-2016

Pengurus 

Periode 2016-2021

Pengurus 

Periode 2021-2024

Regulasi-regulasi PB 

dan pelembagaan

Mainstreaming PRB 

dalam perencanaan 

pembangunan dari 

semua sektor

Memastikan 

implementasi PRB ke 

dalam regulasi dan 

agenda 

pembangunan yang 

tidak berisiko di 

semua sektor

Meningkatkan 

kolaborasi 

pentaheliks dalam 

Pengurangan Risiko 

Bencana dan agenda 

pembangunan yang 

inklusif





KOLABORASI MENGHADAPI PANDEMI



Sinergitas Pentaheliks,

Faktor Pemungkin Mainstreaming PRB?

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaMedia Massa

Cendekiawan

/ Akademisi

Pemerintah

Masyarakat

Dunia Usaha

Media Massa

Cendekiawan

/ Akademisi

Pemerintah, tetap sebagai aktor primer/dominan dalam pentaheliks. Pemerintah memiliki: (1) otoritas 

legal formal, (2) sumberdaya nyaris tak terbatas untuk dimobilisasi, (3) sifat omni-potent & omni-present



TANTANGAN 

DALAM KOLABORASI PENTAHELIKS

Di internal pemerintah, BNPB/BPBD masih dinilai sebagai

aktor tunggal dalam PB/PRB.

Dominannya perspektif tanggap darurat dalam PB, PRB 

belum menjadi perspektif holistik.

Mainstreaming PRB dalam Kebijakan dan Pembangunan 

belum melembaga, masih dianggap parsial.



KOLABORASI PENTAHELIKS & PENGARUSUTAMAAN 

PENGURANGAN RISIKO BENCANA

❑ Inclusive governance menjadi kunci.

❑ Kovergensi PRB dengan API, SDGs,

Kemiskinan, Ketimpangan, 
Pertumbuhan Inklusif , dll.

Isu strategis Pembangunan DIY 2023-2026



SARAN UNTUK KOLABORASI PENTAHELIKS

DI KAB/KOTA SE-DIY

Orientasi Forum PRB sebagai wadah kolaborasi multipihak; harmoni dalam 

keberagaman, sinergi dalam tujuan.

Lakukan aktivitas-aktivitas praktis (tafsir mandat di SK Pembentukan) seperti

menjadi mitra BPBD setempat dalam destana/KTB, SPAB, penhyusunan RPB, 

dsb.

Lakukan capacity building internal dan serial jagongan ke-PRB-an dengan unsur 

pentaheliks partisipan FPRB



TERIMA KASIH
Forum Pengurangan Risiko Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat/Kantor:

Komplek BPBD DIY, Jl. Kenari 14aYogyakarta

0818-0274-8174

@mtaufiqar


